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PERKARA NOMOR 126PUU-XXII/2024 

Tentang  

Desain Surat Suara dan Batas Waktu Pemilihan Berikutnya  

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon  

 

 
Pemohon : Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya 

 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pokok Perkara : Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 

Amar Putusan : Dalam Provisi: 
Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. 

Dalam Pokok Permohonan: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian. 
2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon 
dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang 
memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) 
kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan 
untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 
(satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 
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Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil 
Walikota”.  

3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan 
suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang 
terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut 
memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala 
daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak 
berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) 
tahun sejak pelantikan”.  

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita 
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

 
Tanggal Putusan : 14 November 2024. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa 
yang menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E 
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan 
norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016. 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon 
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 
Pengujian Materiil Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah para 
Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang 
bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para 
Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) 
UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud 
bersifat potensial dan jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian para 
Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari 
terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut 
Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah 
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berpendapat, permohonan a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda 
pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan a quo segera akan 
mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk 
mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma Pasal 54D 
ayat (3) UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan 
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, mengingat Mahkamah telah 
memutus materi permohonan yang serupa dengan perkara a quo dalam Perkara Nomor 
14/PUU-XVII/2019 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena para Pemohon menambahkan Pasal 22E ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian serta menggunakan alasan konstitusional 
yang berbeda, yakni perihal batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon 
dimenangkan oleh kolom kosong. Dengan demikian, terlepas secara substansial 
permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar 
pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah berpendapat 
permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 
2/2021, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. 

Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 
54C ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam rangka memberikan 
keseimbangan agar asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 
1945 tergambar dengan benar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dengan 1 (satu) pasangan calon, Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriannya 
sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang 
menghendaki agar kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 
(satu) pasangan calon kembali menggunakan model plebisit yang meminta para pemilih 
untuk menentukan pilihan baik “setuju” ataupun “tidak setuju” dengan pasangan calon 
tunggal yang ada. Di mana model dimaksud juga tetap memberikan peluang bagi para 
pemantau pemilihan yang terdaftar untuk merepresentasikan para pemilih kolom "tidak 
setuju" dengan pasangan calon tunggal tersebut untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. 
Namun demikian, pilihan dimaksud masih tetap dapat menyisakan persoalan yaitu misalnya 
terdapat calon pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, 
diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh penyelenggara agar pemilih paham arti 
sesungguhnya dari kata “setuju” atau “tidak setuju” dalam surat suara model plebisit 
dimaksud. Sekalipun Mahkamah berpendirian terhadap model surat suara dalam pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon perlu dikembalikan 
kepada model plebisit, namun karena proses dan tahapan pencetakan surat suara pilkada 
serentak secara nasional tahun 2024, termasuk pilkada dengan calon tunggal, telah 
memasuki tahap menjelang pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan 
pada pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Oleh karena itu, desain/model surat 
suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029.  

Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat  sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “Pemilihan 1 
(satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama 
dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat 
pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. 
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Dengan demikian, terhadap norma-norma lain yang terdampak dengan pemaknaan 
dimaksud harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan ini. Oleh karena pemaknaan 
Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 a quo tidak sebagaimana yang 
dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut 
hukum untuk sebagian. 

Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas 
norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena 
desain waktu pemilihan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) UU 
10/2016 dimaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bukan dalam model desain 
pilkada serentak secara nasional, waktu “pemilihan berikutnya” tersebut ditegaskan diulang 
kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 di 
samping memuat frasa “pemilihan berikutnya”, juga memuat frasa “tahun berikutnya”. Oleh 
karena itu, Mahkamah harus memaknai keduanya secara berkelindan antara frasa 
“pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dimaksud dengan tidak melepaskan hakikat 
pemilihan berikutnya dalam konteks keserentakan penyelenggaran pilkada serentak nasional 
tahun 2029 dan tidak diperbolehkannya penjabat kepala daerah atau Plt. yang menjabat 
terlalu lama dari pilkada serentak sebelumnya. Sehingga, menurut Mahkamah pemaknaan 
frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 
10/2016 menjadi “pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 
sejak pemungutan suara 27 November 2024”. Meskipun demikian sebagai penyelenggara 
seharusnya KPU berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu 
secepat mungkin. Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat 
dalam periode masa jabatan sejak pelantikan. 

Serta demi menjaga model keserentakan pemilihan kepala daerah secara nasional 
yang telah dinilai konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah, perlu diterima fakta 
bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan 
pilkada ulang, termasuk konsekuensi dari hasil penyelesaian sengketa di Mahkamah, harus 
menerima masa jabatan kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, masa jabatan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang tidak akan mencapai 5 (lima) tahun merupakan 
konsekuensi logis adanya “pemilihan berikutnya” dimaksud. Terhadap pengurangan masa 
jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, 
perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain. Secara 
normatif, kompensasi yang demikian telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat 
dibenarkan dan dinilai konstitusional oleh Mahkamah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XX/2022].  Dengan demikian terhadap dalil a quo, norma Pasal 54D ayat (3) 
UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan 
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala 
daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut 
memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil 
pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak 
pelantikan”.  Oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan para 
Pemohon, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 
Dalam Provisi: 
       Menolak Permohonan Provisi para Pemohon 
Dalam pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan 
calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto 
pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat 
pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan 
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan 
Wakil Walikota”.  

3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya 
dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, 
dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan 
berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan 
wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi 
masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”.  

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

5. Menolak pemohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

 
 


